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PENYELESAIAN KONFLIK ANTAR PARTAI POLITIK 

DI KABUPATEN TABANAN MENJELANG PEMILIJ LEGISLATIF 2004 

Konflik antar partai politik yang terjadi di Kabupaten Tabanan menjelang 

liselenggarakannya pemilu legislatif 2004, cukup mengkhawatirkan masyarakat, dan 

>erbagai komponennya. Konflik yang terjadi termasuk cukup tinggi. Kalau dilihat 

~e belakang, ketegangan-ketegangan politik bisa dilacak mulai dari jatuhnya 

lemerintahan Orde Baru. Sejak saat itu sering selalu dijumpai arak-arakan sepeda 

notor di jalan dengan perilaku pengendara yang ugal-ugalan. Atau ada persaingan 

lemasangan spanduk partai politik di pinggir-pinggir jalan. Tahun 1999, Kabupaten 

labanan merupakan salah satu daerah yang dilanda kerusuhan berupa penghancuran 

:edung-gedung pemerintah, setelah Megawati gagal menjadi presiden. 

Karena itulah kemudian, ketika terjadi rentetan konflik partai politik yang 

terlangsung sporadis di bcrbagai wilayah di kabupaten ini menjelang pemilu 

~gislatif masyarakat termasuk partai politik berupaya mengatasinya. Upaya yang 

jlakukan untuk menyelcsaikan konflik ini bisa dikel~mpokkan menjadi tiga, yakni 

esolusi banyakjalur (multitrack), upaya formal serta pendidikan politik . 

. 1. Resolusi Multitrack 

Penyelesaian konflik model multitrack ini melibatkan para elit dan tokoh­

)koh maupun lembaga yang hidup dan diakui perannya dalam masyarakat. 

1ekanisme penyelesaian konflik yang dilakukan oleh berbagai komponen ini juga 
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~ragam, sesuai dengan kemampuan dan inisiatif mereka seperti mediasi, konsiliasi, 

rbitrase sampai dengan upaya negosiasi informal antara simpatisan partai maupun 

lit partai. Mekanisme inilah menciptakan proses akomodasi berupa kompromis dan 

onsensus yang pada akhirnya mampu meredam konflik antar partai .. 

Pada setiap langkah perlu dibangun resolusi konflik tanpa kekerasan berupa 

mgkah-Iangkah diplomasi, negosiasi dan dialog-dialog pemecahan masalah. Melalui 

lialog-dialog informal secara intensif di tingkat komunitas, maka konflik bisa 

likurangi, ketegangan diturunkan, prasangka dikikis dan selanjutnya konflik bisa 

litransformasikan menuju kerjasama antar komunitas (Triyono, 2001: 154-157). 

i.1.1. Peran Elit Lokal 

Dalam penyelesaian konflik antar partai di kabupaten Tabanan ini, langkah-

angkah yang dilakukan elit lokal memegang peranan cukup penting. Yang 

limaksudkan dengan elit lokal disini adalah tokoh-tokoh yang menduduki jabatan 

:entral formal di kabupaten ini yang mempunyai pengaruh dalam hal hubungannya 

lengan pemilihan umum. Mcreka-mereka itu adalah bupati, Ketua Komisi Pemilihan 

Jmum, Ketua Panwaslu, serta Kapolres. Dalam tindakannya, elit-elit ini berperan 

:ebagai konsiliator yang rnampu menghasilkan konsensus dan kompromis terhadap 

~onflik-konflik tersebut. 

Konsiliasi diartikan sebagai mekanisme penyelesaian konflik dengan 

ntervensi pihak ketiga, dimana pihak ketiga ini bertindak secara akti£ Konsiliator 

nengambil inisiatif dan menyusun langkah-Iangkah penyelesaian yang selanjutnya 

liserahkan kepada pihak yang bersengketa. Konsiliator tidak berwenang membuat 
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utusan, tetapi hanya berwenang membuat rekomendasi yang pelaksanaannya sang at 

ergantung dari itikad baik para pihak yang berkonflik sendiri (Sutrisno, 2001: 219). 

Konsensus (dalam hal ini konsensus pendapat gabungan) artinya disamping 

asing-masing pihak bersedia mengurangi tuntutan dan pandangannya semula, pihak 

ang berkonflik juga memakai pendapat pihak yang berada di luar kon1lik untuk 

enyelesaikan perselisihan diantara mereka. Itu artinya pendapat-pendapat pihak 

ang berkonflik tetap dipakai tetapi tidak sampai menghilangkannya secara 

aksimal. Sedangkan kompromis (compromise), artinya pihak-pihak yang tcrlibat 

alam konflik bersedia saling mengurangi tuntutannya agar tercapai suatu 

enyelesaian dari perselisihfu' yang ada. Dalam sosiologi, kompromis ini merupakan 

alah satu bentuk dari akomodasi. Akomodasi adalah suatu proses dimana orang-

erorangan atau kelompok-kelompok manusia yang mula-mula saling bertentangan, 

aling mengadakan penyesuaian diri untuk mengatasi ketegangan-ketegangan. 

engan demikian, dalanl menyelesaikan konflik ada kesamaan antara konsensus 

abungan dengan upaya kompromis L'1i. (Soekanto, 2003: 77) 

Penyelesaian konflik antar partai yang terjadi di Kabupaten Tabanan bisa 

iredam melalui upaya konsensus dan kompromis dengan teknik konsiliasi. Artinya 

onsensus dan kompromis itu terjadi melalui upaya konsoliasi. Pihak ketiga yang 

enibantu melahirkan kornpromis ini adalah bupati, pejabat KPU, Panwaslu dan 

apolres. 

Ketika konflik antar partai politik bertambah panas, bupati Tabanan 

embuat langkah mengundang pimpinan partai politik yang ada pada pertengahan 

~ulan Agustus. Dalam catatan pihak kepolisian, sejak awal tahun sampai bulan 
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gustus 2003 konflik antar partai yang terjadi sudah melibatkan partai-partai yang 

ipandang mampu mcraih SUDra signifikan, yaitu POI Pcrjuangan, Partai Golkar, PNI 

arhaenisme dan PNBK. 

Oi sektor wilayah kecamatan, konflik an tara POI Perjuangan dengan Partai 

olkar telah pecah di Y..~..:<:matan Selemadeg, Tabanan, Kerambitan serta Marga. 

edangkan konflik antara PDI Perjuangan dengan PNI Marhaenisme terjadi di 

fecamatan Penebel dan Tabanan. Konflik .ntar. PDI Perju.ng.n dengan PNBK 

lerjadi di Kecarnatan Penebel. Semua konflik itu terbuka, artinya terjadi benturan 

I 

pItara simpatisan maupun pengrusakan papan nama serta pembubaran secara paksa 

rertemuan yang dilakukan partai lain (di luar PDI Perjuangan). 
I 

Dari kondisi itulah kemudian muncul upaya penyelesaian konflik di kantor 

upati Tabanan tanggal 13 Agustus 2003. Pertemuan ini, disamping dihadiri oleh 

. upati dan elit partai juga oleh pejabat Komisi Pemilihan Umum, Panwaslu dan 

(apolres. Tujuan dari pertemuan itu mengajak para pimpinan partai politik dan 

I 
:emua komponen organisasi politik untuk menjaga ketentraman dan ketertiban 

nasyarakat di Kabupaten Tabanan. 

-Iasil dari pertemuan dituangkan dalam kesepakatan yang isinya: 

1. Disepakati untuk mempermaklumkan dalam mengadakan setiap kegiatan 

partai dengan aparat setempat sesuai dengan tingkatan kegiatan, yaitu; 

- Tingkat desa, dengan kepala desa dan aparatnya, 

- Tingkat kecamatan dengan camat dengan unsur muspikanya, 

- Tingkat kabupaten dengan bupati cq kepala kantor Kasbang Linmas dan 

Trantib Kabupaten Tabanan dan unsur Forum Pimpinan daerah. 
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- Dalam setiap Kegiatan agar tetap berkoordinasi dengan aparat keamanan 

setempat. 

2. Pemasangan atribut pat1ai dalam setiap kegiatan ditoleransi selama 3 hari. 

3. Untuk pend irian sekretariat partai politik, sebelumnya agar mendapatkan surat 

rekomendasi atau keterangan dornisili dari kepala desa dan diketahui oleh 

carnat dimana sekretariat itu dibangun. 

4. Setiap partai politjk WJ.iib ikut memclihara stabilitas keamanan dan kctcrtibun 

di kabupaten Tabanan. 

5. Tidak diperkenankan memasang atribut partai politik di tempat umum seperti: 

- Kantor pemerintah, tempat ibadah dan sekolah, 

- Pada perempatan lalan Pahlawan ke timur sampai dengan depan kantor 

DPRD Tabanan. 

6. Menyatakan tidak berlaku lagi instruksi Bupati Nomor: 300/096/KBL Trantib 

tanggal24 Februari 2003. 

lika dilihat lebih jauh, poin-poin persetujuan diatas merupakan bentuk 

~onsensus gabungan dan kompromis karena merupakan hasil kesepakatan semua 

lihak yang ikut pertemuan tersebut. Sebagai pemimpin yang membawahi daerah 

~abupaten Tabanan, Bupati Tabanan ikut ambil bag ian dalam pertemuan tersebut dan 

ebagai pejabat perangkat perniJu, Ketua Komisi Pemilihan Umum dan Ketua 

'anwaslu Tabanan juga ikut serta. Dalam pertemuan itu, bupati meminta agar pihak 

lartai politik mampu menjaga ketertiban di Kabupaten Tabanan menghindari konflik, 

.gar tidak mcnimbulkan korban jiwa atau matcri scperti yang pcrnah terjadi di 

:abupaten lain. Ketua Komisi Pemilihan Umum dan Panwaslu memberikan 
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I 
I 

I 

rnjelasan tentang aturan-aturan yang semestinya ditaati oleh partai politik menjelang 

'selenggarakannya p~milu (2004). 

Surat edaran dari Bupati Tabanan ini juga ditembuskan kepada para camat 

perangkat desa, yang merupakan bawahan administratif dari bupati. Sehingga 

enegasan itu juga menjadi acuan bagi camat dan kepala desa beserta perangkatnya 

engetahui bagaimana ut.><lja penertiban keamanan di kabupaten ini. 

Jika dilihat dari latar belakang munculnya konflik sebelum diadakannya 

ertemuan lintas partai tersebut, alasan yang muncul dari kubu PDI Perjuangan dalam 

elakukan gangguan terhadap aktifitas partai lain terletak pada persoalan ijin. 

encabutan bendera PNI Marhaenisme serta kata-kata pedas yang dilakukan oleh 

impatisan PDI Perjuangan di Dusun Tuakilang tanggal 25 lanuari 2003, disebabkan 

leh kecurigaan terhadap kelengkapan surat-surat tersebut. Oemikian pula halnya 

engan konflik antara POI Perjuangan dengan PNI Marhaenisme yang terjadi di 

ongan Lebah, Tabanan pada tanggal 2 dan 3 Agustus 2003. Menurut pihak PDI 

erjuangan pencabutan dan perusakan papan nama itu diakibatkan karena partai 

olitik yang bersangkutan tidak mempunyai ijin dalam memasang atribut maupun 

emasang papan nama. 

Dengan demikian, kcsepakatan yang tercantum dalam butir-butir dalam 

ertemuan lintas partai tersebut, disamping merupakan bentuk konsensus juga bisa 

ikatakan sebagai upaya akomodasi untuk mengatasi konflik. PDI Perjuangan yang 

eminta agar segala ketentuan-ketentuan tersebut bisa dipenuhi oleh partai-partai 

olitik lain, seperti PNI Marhaenisme dan PNBK. Butiran tersebut merupakan hasil 

onsensus pertemuan antar para pemimpin partai di kabupatan Tabanan. 
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Dilihat dari sisi komprornis, kesepakatan lintas partai ini mencerminkan 

danya kesediaan peng'.;,,,r.gan tuntutan dari partai-partai utama yang ada di 

:abupaten Tabanan, Yang dimaksud dengan partai utama itu adalah partai yang 

nempunyai pengaruh paling banyak di Tabanan yakni PDI Perjuangan, Partai 

}olkar, PNI Marhaenisme dan PNBK. Wujud kompromis yang diperlihatkan oleh 

)DI Perjuangan berupa diterimanya tenggang waktu tiga hari dalam pemasangan 

ltribut partai, manakala ada kegiatan partai. Sebelumnya, partai ini terlihat memasang 

ltribut-atribut lebih dari tiga hari jika mengadakan kegiatan. Partai ini sering 

nelakukan kegiatan kepartaian, dalam bentuk penyambutan petinggi partai yang 

:>erkunjung ke daerah yang bersangkutan, meresmikan kelompok kegiatan yang 

. ibentuknya, atau meresmikan pembukaan anak cabang, 

Partai Golkar merupakan partai yang boleh dikatakan sebagai pihak yang 

aling mengalah. Kesepakatan kelima dalam pertemuan lint as partai itu menyebutkan 

~ahwa tidak diperkenankan memasang atribut partai politik di tempat umum seperti: 

antor pemerintah, tempat ibadah dan sekolah; pada perempatan Jalan pahlawan ke 

imur sarnpai dengan kantor DPRD Tabanan. Sesungguhnya jika dilihat dari 

andangan strategis partai, Jalan Pahlawan ini merupakan posisi yang paling 

trategis bagi Partai Golkar untuk memasang atribut kepartaian. lni disebabkan 

arena kantor sekretariat Prutai Golkar ada di jalan inL Tetapi Partai Golkar tetap 

rsedia menerima hal tersebut. Padahal, jalan ini merupakan arus penghubung 

tara jalur kota Tabanan menuju Denpasar, yang sesungguhnya merupakan lokasi 

trategis untuk memasang atribut, seperti misalnya balon udara yang bergarnbar 

ambang Partai Golkar, 
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Setelah peristiwa pencabutan-pencabutan atribut PNI Marhaenisme di 

30ngan Lebah itu, pihak PNI Marhaenisme kemudian melakukan koordinasi dengan 

)ihak desa dan kemudian meminta perijinan kepada linmas. Koordinasi dengan 

lparat desa merupakan langkah kompromis dari PNI Marhaenisme. Tetapi dalam 

~eterangan sekretaris partai ini, meski telah mendapat ijin dari Linmas, pemasangan 

idak jadi dilakukan karena papan nama keburu dihancurkan oleh simpatisan PDI 

>erjuangan. 

Pada tingkat wilayah yang lebih kecil, upaya konsensus gabungan dan upaya 

c.ompromis juga terjadi antara POI Pcrjuangan dengan PNI Marhaenisme dan Partai 

30lkar di des a Sanda. Kedua kejadian ini berlangsung pada saat waktu kampanye 

)emilu legislatif. Pihak ketiga yang membantu terjadinya kompromis ini adalah 

Capolsek Pupuan dengan mekanisme penyelesaian mediasi. Disini pihak ketiga aktif 

nemberikan arahan atan bimbingan atau arahan guna penyelesaian konflik. 

Kejadian di Desa Sanda terjadi pada tanggal 24 Maret 2004. Pada pukul 

)6.00 telah terjadi pencabutan sebuah bendera Partai GoIkar dan bendera PNI 

viarhaenisme. Pelakunya adalah rombongan massa PDI Perjuangan asal Pupuan yang 

ewat di jalan tersebut. Rombongan ini hendak mengikuti kampanye di Gianyar, 

:abupaten yang jaraknya hampir 90 kilometer dari kota kecamatan Pupuan. Akibat 

lencabutan atribut partai tersebut, masyarakat desa Sanda bereaksi dan mengancam 

.kan menghadang rombongan PDI Perjuangan sepulang dari kampanye di Gianyar. 

Masalah ini kemudian bisa diatasi karena kapolsek Pupuan tunm tangan 

lengan melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat Desa Sanda dan 

Dkoh-tokoh partai yang ada di Pupuan untuk meredakan suasana. Upaya konsensus 
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erdasarkan pembicaraan yang berlangsung kemudian, menghasilkan kesepakatan 

ahwa bendera yang dicabut tersebut akan diganti dan dipasang kembali, dan 

lasyarakat Sanda bersedia menjaga seluruh atribut partai yang ada di desa tersebut. 

Hasil ini merupakan bentuk konsensus gabungan karena disamping 

aerupakan hasil pembicaraan dan usulan tokoh masyarakat dan pejabat pemerintah 

kapolsek), juga hasil pembicaraan tokoh-tokoh partai yang ada. Pada sisi lain, 

:ompromis juga berlangsung antara pihak PDI Perjuangan dengan masyarakat Sanda. 

>DI Perjuangan tidak mempersoalkan jika bendera partai-partai tersebut dipasang 

~embali, yang artinya secara tidak lang sung merupakan pengurangan tuntutan (tidak. 

nenginginkan lagi agar bendera-bendera itu dicabut), sedangkan pada pihak lain, 

nasyarakat Sanda akan bersedia menjaga keamanan semua bendera partai yang 

,erpasang di desanya. Tidak hanya menjaga bendera Partai Golkar atau PNI 

Vlarhaenisme tetapi juga partai-partai lain yang memasang bendera di sepanjang 

alan di desa tersebut, termasuk juga bendera PDI Perjuangan. 

I 

~.1.2. Peranan Lembaga Adat dan Dinas 

Adat merupakan lembaga yang arnat melekat dalam praktik sosial masyarakat 

ali. Meskipun secara umum lembaga illi lebih banyak mengacu kepada masyarakat 

ragama Hindu tetapi di beberapa wilayah juga bisa mengatur masyarakat yang 

ukan beragama Hindu. Praktik ini bisa terjadi pada daerah atau banjar yang 

empunyai penduduk dimana masyarakatnya tidak hanya sekedar beragarna Hindu 

aja. Misalnya umat yang beragama Kristen bisa menolong kegiatan-kegiatan umat 

ang beragama Hindu. Praktik ini dijumpai di daerah Dalung, Kabupaten Badung. 
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Dalam sistem sosial di Bali, ada dua lembaga yang mengatur lata sosial 

~rsebut, yaitu lembaga adat dan lembaga dinas. Lembaga adat lebih mengatur 

ubungan sosial yang berkait dengan persoalan-persoalan so sial, agama dan budaya. 

,edangkan lembaga dinas mengatur hubungan masyarakat dalam hubungannya 

engan pemerintahan serta tata-tertib yang menyangkut administrasi kependudukan. 

)i Bali bisa saja terjadi dua atau tiga bahkan lebih lembaga dinas yang tergabung ke 

lalam satu lembaga adat. Hal ini amat terkait dengan sejarah berdirinya dari lembaga 

,dat terse but. 

Lembaga adat r ... ..;{fl:tiki perangkat normatif yang ampuh untuk mengatur 

~ehidupan so sial, budaya dan religius yang disebut dengan awig-awig. Awig-awig ini 

nerupakan seperangkat tata-krama, patokan-patokan perilaku yang harus ditaati oleh 

nasyarakat yang berada di bawah naungan lembaga adat tersebut. Didalamnya 

lisamping diatur perilaku sosial juga diatur perilaku budaya dan dalam hubungan 

lengan agama. Anggota masyarakat yang melanggar atau menyimpang dari 

r 
cetentuan ini akan mendapat hukuman so sial yang akibat psikologisnya cukup berat. 
I 

~isalnya mendapatkan denda materi yang telah ditetapkan dalam awig-awig, atau 

cndapat hukuman tidak dibantu dalam upacara-upacara adat keluarga dalam kurun 

aktu tertentu. Inilah yang membuat lembaga ini amat ditakuti oleh masyarakat Bali. 

wig-awig ini dibuat oleh paruman (rapat musyawarah) antar anggota masyarakat 

dat. 

Karena itu, lembaga adat mempunyai peranan yang cukup besar dalam 

enjaga ketertiban atau mengembalikan keadaan disharmoni yang terjadi di dalam 

uatu masyarakat. Meski demikian, dalam langkah mengamankan suasana, lembaga 
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~at juga melakukan tindakan secara bersama-sama dengan lembaga dinas. 

~emikian pula halnya pada konflik dan kekerasan antar partai politik yang terjadi 

ada masa pemilu di Kabupaten Tabanan antara tahun 2003 sampai menjelang 

emilu legislatif 2004. 

Ada beberapa upaya yang dipakai lembaga adat melalui tokoh-tokohnya 

ntuk meredakan ketegangan yang terjadi, maupun dalam mencegah munculnya 

embali konflik antar partai yang terjadi di beberapa tempat di Kabupaten Tabanan. 

,fekanisme awal yang dilakukan oleh lembaga adat dan dinas ini untuk meredam 

onflik itu adalah melalui mediasi. 

Mediasi merupakan mekanisme penyelesaian konflik yang memerlukan 

Itervensi pihak ketiga, dimana pihak ketiga ini aktif memberikan bimbingan atau 

rahan untuk mencapai penyelesaian masalah, tctapi pihak kctiga ini tidak bcrfungsi 

ebagai hakim yang berwenang mengambil keputusan (Sutrisno, 2001: 219) 

Setelah mediasi berhasil meredakan konflik antar partai itu, lembaga adat 

emudian membuat langkah menciptakan instrument untuk mengamankan 

ngkungan. Instrumen itu berupa perangkat normatif yang berisi aturan-aturan yang 

isa mengikat masyarakat secara internal maupun eksternal demi terciptanya 

etertiban sosial di lingkungan tersebut. Perangkat normatif ini bisa merupakan 

esepakatan bersama atau merupakan bagian dari awig-awig yang disebut dengan 

erarem. 

Dalam konteks pendekatan adat 1m, kasus konflik antara PDI Perjuangan 

'engan Partai Golkar yang terjadi di Banjar Tunjuk Selatan, Kecamatan Tabanan, 

paya mediasi dilakukan dengan mempertemukan para wakil-wakil partai yang 
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:rlibat konflik di daerah itu bersama dengan warga setempat .. Di banjar ini memang 

ia dua partai politik dominan yaitu POI Perjuangan dan Partai Golkar. Pihak kepala 

iat memanggil para tokoh-tokoh partai itu di balai perternuan dan mengadakan 

esepakatan. Menurut tokoh adat yang ada di daerah itu, pemanggilan ini dilakukan 

ntuk bisa melakukan pendekatan pribadi dan dari hati kehat~ berbicara secara terus 

~rang guna menjaga keamaIl&Il wilayah. Pendekatan dengan mempertemukan tokoh-

)koh partai tersebut mampu meredakan ketegangan yang teiah terjadi sebelumnya. 

)i balai desa semua persoalan yang muncul dalam konflik antar partai dikemukakan 

gar permasalahnnya diketahui oleh masyarakat. Tokoh adat dan dinas kemudian 

lemberikan petunjuk-petunjuk dan saran untuk menjaga ketertiban di 

mgkungannya. Cara terbuka seperti ini diperlukan untuk menjelaskan persoalan 

~epada masyarakat, sebab sebelumnya masyarakat Banjar Tunjuk Selatan cukup 

egang dengan persitiwa yang terjadi. 
I 

I Upaya kedua dilakukan dengan mengadakan kesepakatan bersama antara adat, 

inas dan masyarakat termasuk juga toko-tokoh dan simpatisan partai di desa Tunjuk 

elatan berdasarkan atas pertemuan bersama itu. Kesepakatan yang dibuat dengan 

entuk perundang-undangan itu, diantaranya berbunyi: 

Pasa12 

). Setiap warga Oesa Pekraman Tunjuk hendaknya dapat menciptakan rasa aman 

dari dirinya sendiri. 

). Rasa aman yang diIr~~:,".::iud dalam ayat 1) pasal ini dikembangkan dalam bentuk 

'kelompok kecil maupun kelompok besar. 
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Rasa aman yang dimaksud pada ayat 2) pasal ini dikembangkan dalam 

masyarakat banjar Adat, banjar Dinas, dan selanjutnya dikcmbangkan dalam 

masyarakat Desa. 

Pasa13 

:etiap warga masyarakat, baik secara pribadi maupun kelompok hendaknya dapat 

aling menghargai dan saling mcnghormati satu sarna lain. 

Pasal4 

). Setiap kelompok masyarakat yang ada di wilayah Desa Pekraman Tunjuk 

hendaknya dapat menjaga keamanan anggota kelompok masing-masing . 

.). Dalam setiap kegiatan kelompok yang ada di wilayah Desa Pekraman Tunjuk 

dilarang adanya minum-minuman keras. 

Pasa15. 

). Dalam setiap kegiatan or.ganisasi yang melibatkan orang dari luar Desa 

hendaknya melapor kepada Jro Bendesa Adat dan Kepala Desa. 

). Dalam laporan yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilengkapi dengan jadwal, 

acara, jumlah peserta yang hadir. 

Pasa16. 

). Bagi warga masyarakat Desa pekrarnan Tunjuk yang melanggar kesepakatan ini 

'akan dikenai sanksi. 
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). Sanksi yang dimaksud pad ayat 1) pasal ini disesuaikan dengan sanksi yang 

berlaku pada awig-awig Desa Pekraman Tunjuk. 

). Sanksi yang berhubungan dengan masalah kriminal akan diserahkan kepada pihak 

yang berwajib dan aparat keamanan. 

Pasa17 

esepakatan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan adanya pemberitahuan 

lanjutnya dari Jro Bendesa Adat dan Kepala Desa Tunjuk. 

Agar setiap warga mellgetahuinya, kesepakatan ini disebarluaskan melalui 

esa Pekraman Tunjuk dan Desa Dinas Tunjuk. 

Bentuk kesepakatan ini merupakan antisipasi tegas dari Lembaga Adat yang 

ekerjasama dengan Lembaga Dinas Tunjuk untuk mencegah terulangnya kembali 

onflik politik yang terjadi di desa tersebut. Kesepakatan itu tidak hanya 

emberikan peringatan dan ikatan secara internal untuk warga Tunjuk tetapi juga 

arga luar. Kesepakatan ini tidak pernah dibuat sebelum terjadinya konflik politik 

u. 

Untuk lebih memantapkan dalam pelaksanannya, kesepakatan untuk menjaga 

eamanan tersebut kembali disosialisasikan oleh aparat desa adat dan dinas ke 

luruh banjar-banjar yang ada di lingkungn desa adat dan dinas Tunjuk. Banjar yang 

enjadi anggota desa adat Ttmjuk ada tujuh, yaitu Banjar Bungan Kapal, Banjar 

egung, Banjar Tunjuk Kaja, Banjar Tunjuk tengah, Banjar Tunjuk Kelod, Banjar 

eng Kaja dan Banjar Beng Kelod. Di setiap banjar ini, tokoh-tokoh adat dan dinas 
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masyarakat untuk menjelaskan segala kesepakatan yang telah 

untuk menjaga kemanan masyarakat menjelang pemilu. Sanksi-

si bagi pelanggaran yang dilakukan terhadap kesepakatan ini juga dijelaskan. 

Upaya yang dilakukan oleh lembaga adat melalui tokoh-tokohnya itu cukup 

endatangkan hasil karena sampai dengan hari pencoblosan dalam pemilu 

gislatif 2004 yang berlangsung pada tanggal 5 April, tidak terjadi keributan-

eributan politik lagi di Desa Tunjuk Selatan itu. Keamanan yang kondusif pada 

asyarakat Tunjuk malah telah berhasil diyakinkan sebelum kampanye pemilu 

gislatif 2004 dilakukan, sehingga menjelang maupun pada masa kampanye 

Tunjuk tidak memerlukan lagi adanya ronda malam untuk menjaga 

eamanan. 

Dalam kasus konflik antara POI Perjuang~n dengan PNI Marhaenisme di 

anjar Bongan Lebah, mekanisme mediasi dilakukan dimana tokoh adat langsung 

I 
erbicara saat terjadinya konflik antara kedua partaj, dengan menghimbau agar 

~ihak-Pihak yang datang ke sekitar rumah tokoh PNI Marhaenisme tidak melakukan 

!aI-hal yang merusak dan mengganggu ketenangan warga desa Bongan Lebah. 

ralam melakukan pendekatan tersebut, kepala adat dengan didampingi oleh 

~berapa perangkat adat lainny..l langsung berbicara kepada pihak-pihak yang 

lersengketa. Disamping itu, pada saat terjadinya ketegangan identitas adat juga 

nemegang peran penting. Saat memberikan imbauan tokoh-tokoh adat itu memakai 
I 

,akaian adat Bali. Pada saat itu, kepala Litbang Linmas Tabanan, datang memberikan 
I 

~enjelasan tentang kasus pemasangan papan nama PNI Marhaenisme dengan 

nemakai pakaian adat pula. 
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Seperti juga hahlya di Desa Tunjuk, untuk mengantisipasi agar konflik antar 

artai tidak berkelanjutan sl!rta demi menjaga keamanan ketertiban lingkungan, 

anjar Adat Bongan Kaja (II) desa Bongan membuat kesepakatan bersama yang 

isebut dengan perarem yang isinya menekankan pada tekad masyarakat untuk 

enjaga keamanan. lsi kesepakatan itu adalah: 

). Menjaga stabilitas kearnanan demi terciptanya suasana yng amat dan kondusif di 

lingkungan Banjar Adat Bongan Lebah Kaja (II). 

~). Krama Banjar Adat Bongan Lebah Kaja (II) sepakat menindak tegas bagi siapa 

saja yang mencoba melakuklin perbuatan yang melanggar hukum yang 

mengakibatkan kerugian harta benda atau jiwa (menciptakan suasana keruhltidak 

kondusif). 

i). Banjar Adat Bongan Lebah Kaja (II) sepakat mengamankanlmelindungi segal a 

aset apapun bentuknya yang ada di Lingkungan Banjar Adat Bongan Lebah Kaja 

(II). 

f). Mengacu pada poin 1,2 dan 3 diatas,Banjar Adat Bongan Lebah kaja (II) tetap 

berkoordinasi dan bekerja sarna dengan pihak keamanan dari Polsek, Polres dan 

Koramil. 

Kesepakatan diatas bertujuan mengikat baik pihak internal maupun eksternal 

'ang mengganggu kearnanan dari lingkungan banjar tersebut. 

Upaya kesepakatan ini ternyata efektif untuk menjaga keamanan karena tidak 

19i terjadi konflik antar partai di desa tersebut, hingga Berlangsungnya pemilihan 

mum legislatifbulan April 2003. 
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Pada kasus ketegangan antara PDI Perjuangan dengan PNBK di Desa 

egalinggah, Kecamatan Penebel, pihak adat tidak langsung mengeluarkan 

emyataan pada saat terjadinya peristiwa tetapi kemudian melakukan langkah­

ngkah pengamanan menje1ang digelarnya kampanye dan pemilu legislatif 2004. 

paya menjaga keamanan itu dilakukan dengan melakukan ronda setiap malam yang 

elibatkan masyarakat adat di lingkungan wilayah Desa Tegalinggah. Kontlik di 

esa ini terjadi setelah beberapa rombongan simpatisan PDI Perjuallgan melakukan 

engrusakan terhadap tempat suci dan bagian rumah dari simpatisan PNBK. Saat itu 

dang diselenggarakan rapat konsolidasi partai dalam rangka menghadapi pemilu 

004 . 

. 1.3. Peran Tokoh Masyarakat dan Tokoh Partai Politik 

Dalam konsep penanganan kontlik dengan upaya banyak jalur (multitrack), 

eranan seorang tokoh masyarakat termasuk tokoh dan simpatisan partai untuk 

eredakan konflik cukup penting. Pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh tokoh 

i serta inisiatif-inisiatif yang dilakukannya akan mampu memberikan sumbangan 

alam meredakan konflik. Termasuk juga di dalamnya negosiasi dan diplomasi 

formal. 

Dalam kasus konflik antar partai yang terjadi di Kabupaten Tabanan 

enjelang pemilu legislatif 2004, peranan tokoh ini tidak bisa dianggap remeh. Pada 

eristiwa yang terjadi di Banjar Tunjuk Selatan antara PDI Perjuangan dengan Partai 

olkar misalnya, inisiatif dari tokoh masyarakat, dalam hal ini kepala desa, mampu 

emberikan suasana ke arah peredaan konflik. Atau mampu mencegah agar konflik 
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tar partai tersebut tidak terulang lagi di wilayah tersebut .. Kepala Oesa Tunjuk, WU 

engeluarkan inisiatif berupa pelarangan adanya kampanye yang dig'elar di seluruh 

ebendesaan Tunjuk, yang meliputi tujuh banjar. Dalam pandangannya kampanye 

ya akan membangkitkan legi perasaan-perasaan persaingan antar simpatisan partai 

Itik yang ada di desa tersebut dan membangkitkan sentimen konflik yang terjadi di 

asa lalu. Temyata ajakan ini diterima oleh seluruh masyarakat di kebendesaan 

unjuk. Oi desa ini simpatisan POI perjuangan dan Partai Golkar cukup banyak. 

esepakatan ini memang tidak termasuk dalam kesepakatan bersama antara Bendesa 

dat dengan Oinas yang ditandatangani sebelumnya. Hal yang sarna juga dilakukan 

leh Kepala Oesa Abiantuwung, OW. 

r Oengan upaya pelarangan ini, keadaan Oesa Tunjuk dan Abiantuwung pada 

~asa kampanye, aman dan tertib. Konflik-konflik yang terjadi sebelumnya tidak 

~rulang lagi dan pada hari pencoblosan , pemilu berlangsung aman dan lancar. 

Ketika terjadi konflik antar partai di Banjar Bongan Lebah, inisiatif MS Bsc 
I 
atang pada saat konflik terjadi. T okoh ini dalam pekerjaannya sehari-hari menjabat 

ebagai kepala Kesbang Linmas dan Trantib Tabanan. Cara ini merupakan upaya 
! 

lositif karena secara lang sung mampu meredam suasana amarah antara dua pihak. 

'ada waktu itu, rumah sekretaris PNI Marhaenisme Tabanan yang ada di Bongan 

,ebah, didatangi oleh simpatisan POI Perjuangan yang mempertanyakan IJ10 

lemasangan papan nama sekretariat PNI Marhaenisme. Persoalan ini menjadi 

,erdebatan panjang antara dua pihak. Bagi pihak PNI Marhaenisme, tidaklah pantas 

lka persoalan pemasangan papan nama itu ditanyakan oleh pihak POI Perjuangan 

.arena kewenangan itu ada pada Kasbang Linmas. 
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Satu hal positif lain yang bisa dilihat dari upaya MS adalah uniform yang 

ikenakannya. Saat mendatangi wilayah konflik, dia memakai pakaian adat. Dengan 

mbol-simbol adat itu situasi tegang bisa reda karena disamping memberikan 

enjelasan, simbol pakaian adat yang dipakai mampu membuat pihak POI 

erjuangan meredakan tuntutannya. Pakaian adat ini mampu memberikan suasana 

esamaan sosial diantara simpatisan partai politik sebagai orang Bali, disamping juga 

ekhawatiran akan tindakan adat yang diterimanya jika melakukan keonaran di 

mpat lain. Beberapa desa di Tabanan juga menerapkan cara berupa pemakaian 

akaian adat madya saat melakukan pencoblosan pemilihan umum. 

Pada konflik yang terjadi antara POI Perjuangan dengan Partai Golkar dan 

NI Marhaenisme di Oesa Sanda, Kapolsek Pupuan mengambil inisiatif untuk 

empertemukan antara tokoh partai dengan tokoh-tokoh masyarakat untuk 

embicarakan persoalan yang terjadi pada pagi harinya. Cara mempertemukan para 

koh partai dengan tokoh masyarakat yang ditengahi oleh kapolsek ini, temyata 

dak saja mampu meredakan ketegangan politik tetapi mampu membuat masyarakat 

rsedia menjaga aset-aset partai yang dipasang di desa tersebut. 

Yang tidak bisa dihilangkan perannya adalah hubungan persahabatan antara 

impatisan-simpatisan partai politik. Ini terjadi pada kasus konflik antara PDI 

~erjuangan dengan PNI Marhaenisme di Banjar Bongan Lebah. Tokoh partai yang 

lda di desa Bongan Lebah ini sebelurnnya merupakan aktivis POI Perjuangan. 

~etelah konflik pada tanggal 2 dan 3 Agustus 2003 itu, tokoh PNI Marhaenisme ini 

fering melakukan kontak-kontak persahabatan dengan simpatisan POI Perjuangan 
I 

lalam acara-acara infurmal. Kesempatan berbincang-bincang dalam suasana 
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formal ini dipakai untuk mema!iukkan upaya-upaya meredakan ketegangan, seperti 

enghimbau agar persahabatan tidak dihilangkan dan tidak lagi mengulangi upaya-

paya konflik seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Malah menurut pengakuan 

koh PNI Marhaenisme Bongall Lebah, MS salah seorang rekannya saat masih 

if di PDI Perjuangan ml;!ngaku secara terus terang, bahwa merekalah yang 

elakukan penyerangan di Banjar Bongan Lebah. Pengakuan secara jujur oleh 

emanya ini dipakai untuk menanamkan upaya agar tidak melakukan cara-cara 

khis seperti itu. 

Tokoh PNI Marhaenisme di desa lain, yaitu Pandak juga melakukan sikap 

ang sarna. Tokoh ini memelihara hubungan baik dengan simpatisan PDI Perjuangan. 

paya yang dilakukannya untuk menghindari konflik adalah dengan mendekat i 

eman-temannya di PDI Perjuangan menjelang di1akukannya kampanye oleh PNI 

arhaenisme. Cara memberitahukan waktu kampanye dan rute yang akan dilalui 

ernyata efektif mencegah konflik. Dalam keterangan tokoh PNI Marhaenisme Desa 

~andak ini, NO, selama kampanye pemilu legislatif PNI Marhaenisme yang 

re1akukan kampanye di lingkungan Pandak tidak mendapat gangguan dari partai 

fanapun. 
I 

Sikap dan himbauan tokoh parta politik untuk tidak melawan segala macam 

provokasi yang dilakukan oleh PDI Perjuangan juga menunjang konflik tidak 

semakin meruncing. Ketika terjadi konflik antara PDI Perjuangan dengan Partai 
I 

Golkar di kota Tabanan, saat diselenggarakannya hari ulang tahun Oolkar tanggal 25 

pktober 2003, tokoh Partai Golkar Bapak PY, berupaya menenangkan anak 

buahnya agar tidak melakukan aksi balas dendam. Menurut pengakuan PY yang juga 
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lenjabat sekretaris Partai GoIkar Tabanan, dirinya sampai mondar mandir berjalan 

.aki antara kota Tabanan dengall Lapangan Dangin earik yang berjarak sekitar dua 

:ilometer untuk menghimbau massanya tidak membalas. Ia juga menjenguk kader­

:ader Partai GoIkar yang cidera di rumah sakit. Korban yang luka berat, yaitu WS, 

okoh Partai GoIkar Kerambitan, dalam keadaan sakit dan terluka, tetap juga 

nenyarankan agar massa Golkar tidak melakukan pembalasan terhadap simpatisan 

'DI Perjuangan yang melakukan intimidasi dan kerusuhan. Tokoh Partai GoIkar lain, 

rang menjadi ketua panitia dalam penggalangan masa saat ulang tahun partai itu, 

raitu DPG juga menghimbau hal yang sarna. 

Dalam kasus ini, te:rutanla untuk meredam konflik pendukung Partai GoIkar 

Ian PDI Perjuangan wilayah Kerambitan., upaya diplomasi yang dilakukan oleh 

okoh PDI Perjuangan amat memegang peran. Tokoh Partai Golkar yang sedang 

nenderita sakit akibat dikeroyok massa PDI Perjuangan, yaitu WS, dijenguk oleh 

okoh PDI Perjuanagan asal Kerambitan MA. Dua tokoh ini seberanya bersahabat dan 

:ebelum terjadi reformasi, pernah tokoh PDI Perjuangan ini ditawari masuk Partai 

}olkar oleh WS. Upaya MA wItuk menjenguk ini bisa dikatakan sebagai langkah 

liplomatis, yaitu seni untuk mencapai tujuan, yang mampu me nahan gejolak 

~emarahan antara simpatisan dua partai tersebut di Kecamatan Kerambitan. 

Pihak PDI Perjuangan pun setelah mendapatkan so rotan terhadap perilaku 

:ebelumnya, tokoh-tokoh PDI Perjuangan menghimbau massanya agat tidak 

nelakukan tindakan-tindakan anarkhis pada masa kampanye pemilihan umum. 
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.2. Penyelesaian Melalui Upaya Formal 

Penyelesaian konflik antar partai politik, tidak saja bisa dilakukan secara 

formal melalui tindakan konsensus, akomodasi atau kompromis tetapi juga bisa 

ilakukan melalui lembaga-IembClga formal. Dalam pandangan Muhaimin A. 

uslan, konflik itu bisa diatasi melalui dua jalan, yakni jalan atas yang menurutnya 

erupakan jalan formal dengan 'llemakai saluran hukum yang ada. Dan yang kedua, 

Ian bawah, yakni jalan informal dengan mengikuti mekanisme yang hidup dalam 

asyarakat. 

Resolusi dengan memakai jalan atas, yakni jalan formal itu memerlukan 

ejurnlah syarat, yakni adanya instrument hukum yang bisa dijadikan alat untuk 

enyelenggaraan proses penyelesaian, lembaga peradilan yang memiliki kredibilitas 

an pelaksana (penegak hukum) yang tidak bisa diragukan. (Ruslan, 2001: 61-62). 

Dalam konteks dernikian, meskipun dalam masa transisi ini masih terlihat 

anyak kekurangan-kekurangan aparat penegak hukum Indonesia dalam 

enjalankan fungsinya, tetapi dalam upaya menyelesaikan dan menekan konflik 

ang terjadi di Kabupaten Tabanan menjelang Pemilu Legislatif 2004, langkah­

angkah yang dilakukan olch aparat penegak hukum serta lembaga formal yang 

rwenang untuk menyelesaikan konflik pemilu, cukup mempunyai pengaruh. 

embaga yang berwenang untuk menyelesaikan persengketaan pemilu ini adalah 

anwaslu, yang menurut UU dibentuk untuk menyelesaikan persengketaan yang 

erjadi pada pemilu. 

Dalam kasus konflik antar partai yang terjadi di Banjar Tunjuk Selatan 

isalnya, pihak kepolisian Kabupaten Tabanan, telah melakukan penangkapan 
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rhadap beberapa pelaku dan melakukan penahanan di Resort Kabupaten Tabanan. 

ada kasus keributan di Dusun Tunjuk Kelod (Selatan), Kecamatan Tabanan, yang 

rjadi pada tanggal 16 Juli 2003, masyarakat di wilayah ini rebut dengan 

ipukulnya kentongan akibat adanya isu ninja yang berkeliaran pada malam hari. 

ibat peristiwa tersebut, pihak kepolisian Kabupaten Tabanan, menangkap sembilan 

rang yang kesemuanya simpatisan PDI Perjuangan. Sebagian dari mereka-mereka 

ang ditangkap ini boleh dikatakan sebagai tokoh-tokoh penting partai tersebut. 

ienangkapan kembali dilakukan terhadap beberapa simpatisan partai ini setelah 

tembali terjadi keributan di wilayah yang sarna tanggal 6 September 2006. 

Tindakan aparat kepolisian Kabupaten Tabanan yang cukup besar adalah pada 

• 
aat menangani keributan antara PDI Perjuangan dengan Partai Golkar yang terjadi 

lada tanggal 25 Oktober 2003. Pada tanggal ini, DPP Partai Golkar seluruh 

ndonesia mengadakan perayaan ulang tahunnya di Pantai Padanggalak, Denpasar. 
, 

'emusatan perayaan ulang tahun Partai Golkar se Indonesia dilangsungkan di Bali. 

I 
)i Tabanan, untuk menyambut perayaan tersebut, simpatisan Partai Golkar juga 

.endak melakukan pemberangkatan bersama dengan kumpul terlebih dahulu di 

ipangan umum Dangin Carik di Tabanan, sebelum berangkat ke Denpasar. Seluruh 

Dmbongan yang berasal dari kabupaten Tabanan, dikumpulkan dulu di lapangan 

~rsebut. 

Pada saat inilah kemudian terjadi bentroklan antara massa PDI Perjuangan 

engan massa Partai Golkar. Bentrokan itu tidak terjadi di satu tempat saja tetapi di 

mpat tempat, masing-masing di Lapangan Dangin Carik, Kota Tabanan, perempatan 

'esiapan serta di Abiantuwung, Kecamatan Kediri. Dalam bentrokan di Lapangan 
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angin Carik, tidak menimbulkan korban cidera tetapi simpatisan Partai Golkar, 
, 

rutama yang wanita meminta perlindungan menuju kantor Kodim, yang kebetulan 

mpatnya berdekatan dengan lapangan tersebut. Pada bentrokan di kota Tabanan, 

atu orang simpatisan Partai Golkar, yaitu NS luka parah dan dibawa ke rumah sakit 

i Denpasar. Sedangkan pada konflik di Abiantuwung, empat mobil simpatisan 

artai Golkar rusak. Sedangkan pada bentrokan di Pesiapan, terjadi pelemparan 

rhadap rombongan Partai Golkar. Oi daerah ini terjadi saling dorong antara 

impatisan PDI Perjuangan dengan pagar pembatas yang dibentuk oleh satuan 

rimob dan polisi. 

Tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian Tabanan selanjutnya adalah 

enangkap para pelaku kerusuhan itu, lima hari setelah peristiwanya. Karena 

berapa kejadiannya terjadi di jalan propinsi, yaitu di Pesiapan dan Abiantuwung, 

ihak kepolisian Tabanan dalam melakukan tugas penangkapan itu dibantu oleh 

tuan buru sergap Polda Bali. Ada enam orang yang ditangkap dan dibawa ke 

oIres Tabanan dalam Y~.,i.1S tersebut, yang semuanya merupakan simpatisan PDI 

erjuangan. 

Setelah peristiwa ini, benturan antara PDI Perjuangan dengan Partai Golkar 

dak pernah lagi ada, khususnya di kota Tabanan dan di Abiantuwung. Tidak 

,erulangnya lagi peristiwa kekerasan ini bisa dikatakan karena peran dari pihak 

repolisian Tabanan yang bertindak dengan menahan pihak-pihak yang dipandang 

raling bertanggung jawab. Meskipun jarak antara peristiwa dengan penangkapan 

bkup lama, yaitu lima hari, pihak kepolisian Tabanan tetap bisa menangkap 
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elakunya dan ini menandakan ada upaya pihak kepolisian untuk menegakkan 

etertiban di masyarakat. 

Yang dilihat dalam penanganan diatas adalah tindakan pihak kepo lis ian untuk 

enanggulangi peristiwa tersebut agar tidak meletus menjadi peristiwa yang lebih 

sar lagi. Tetapi kelemahan dari upaya ini terletak pada proses kelanjutannya. Dalam 

asus seperti yang diuraikan diatas, tidak ada pelaku-pelaku yang ditahan itu 

iproses sampai ke pengadilan. Dalam wawancara yang dilakukan dengan berbagai 

okoh partai dan masyarakat di Tabanan, kurang maksimalnya penanganan ini yang 

enjadi sorotan negatif. 

Pada masa kampanye, konflik antar partai yang terjadi di Kabupaten 

abanan tidak saja ditangani oleh pihak kepolisian tetapi juga oleh Panwaslu. 

embaga ini sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan 

mum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan 

erwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas dan wewenang (sesuai dengan ayat 1 

asal 122 UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilu Legislatit) mengawasi semua 

ahapan penyelenggaraan pemilu; menerima laporan pelanggaran peraturan 

erundang-undangan pemilu; menyelesaikan sengketa yang timbul dalam 

enyelenggaraan pemilu; dan meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat 

iselesaikan kepada instansi yang berwenang. Lembaga ini mulai aktif sebelum 

endaftaran pemilih untuk pemilihan umum. Pihak kepo lisian bertugas dalam 

onteks menjaga keamanan dan ketertiban, sesuai dengan tugasnya. Sedangkan yang 

enyangkut sengketa pemilu, ditangani oleh panwaslu. 
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Kejadian persengketaan yang cukup mendapat perhatian dari Panwaslu 

erjadi di Banjar Tuakilang, Kecamatan Tabanan. Persengketaan tersebut sebenarnya 

ebih tepat dikatakan sebagai masalah antara pihak Partai Nasionalis Banteng 

<.emerdekaan (PNBK) dengan aparat desa setempat. Tetapi dalam laporan yang 

lisampaikan oleh pihak PNBK, juga disebut-sebut adanya sejumlah simpatisan PDI 

Perjuangan yang memancing munculnya kejadian terse but. 

Kejadiannya terjadi pada tanggal 27 Maret 2004 di lingkungan Banjar 

fuakilang Belodan Tabanan. Berdasarkan laporan yang disampaikan kepada 

Panwaslu oleh A W, seorang elit Partai Nasionalis Banteng Kemerdekaan, pada 

:anggal tersebut sekitar jam 19.00 malam datang lima lima orang pengurus ranting 

PDI Pejuangan Denbantas yang menanyakan tentang pemasangan bendera PNBK di 

lesa tersebut. Oleh palapor, dikatakan bahwa pemasangan itu sudah sesuai dengan 

Jrosedur. Tetapi pengurus ranting PDI Perjuangan kemudian mengatakan bahwa 

Jemasangan bendera partai itu harus didasarkan kesepakatan bersama Desa 

I 

)enbantas. Sekitar pukul 22.35 datang kepala lingkungan Denbantas 

nemberitahukan kepada pelapor (A W) bahwa bendesa adat Kubontingguh akan 

nencabut bendera PNBK. 

Kasus ini kemudian ditangani oleh panwaslu. Sesuai dengan ketentuan 

Jerundangan yang ada (pasal 129, UU No. 12/2003 ayat 1), pihak Panwaslu 

nemanggil semua pihak, baik pelapor maupun terlapor (Bendesa Adat 

<.ubontingguh) pada tanggal 1 April 2004 dengan mempertemukan mereka. Dalam 

ceputusannya, Panwaslu menyatakan bahwa kasus itu berhasil diselesaikan dengan 

~ara musyawarah. Pihak terlapor menyadari kekeliruannya dan mengatakan bahwa 
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bendra PNBK terse but dilakukan semata-mata untuk mengamankan 

dari kekhawatiran akan terjadinya benturan antar partai pada saat 

ampanye. Dasar tindakan yang dipakai untuk mencabut sekitar 60 bendera itu adalah 

esepakatan bersama antara Bendesa adat Kubontingguh, Kepala Desa Denbantas 

Ketua BPD Denbatas yang menyatakan bahwa untuk pemasangan bendera dan 

tribut partai harus memenuhi ketentuan bahwa partai yang bersangkutan mestinya 

I 
remiliki kepengurusan pada tingkat desa maupun banjar, secta mendapat 

rekomendasi dari kelian adat dan dinas se desa Denbantas. Nampaknya rekomendasi 

lnilah yang tidak didapatkan oleh PNBK, yang kemudian dipakai oleh aparat desa 

idat untuk menurunkan bendera-bendera tersebut. Kesepakatan bersama itu, memang 

iidasarkan atas pertemuan lintas partai tangga16 September 2003 yang ditandtangani 

)leh bupati. Tetapi kesepakatan ini nampaknya hanya berlaku sampai dengan 

;ebelum kampanye, sebab dalam undang-undang pemilu sebenarnya diberikan 

:<.ebebasan untuk memasang bendera partai. 

Berdasar inilah kemudian termohon (terlapor) yaitu bendesa adat 

K.ubontingguh mengakui kesalahannya dan diterima oleh pemohon (A W), yang 

nembuat permasalahan selesai. Panwaslu berhasil membuat keputusan ini tanggal 12 

<\.pril. 

Masalah lainnya yang sempat mendapat penanganan oleh panwaslu adalah 

)enembakan yang dilakukan terhadap balon Partai Golkar. Atribut partai yang 

lipasang di sekretariatnya, ditembak oleh orang tidak dikenal tengah malam pada 

nasa kampanye. Tetapi terhadap kasus ini, Panwaslu tidak menindaklanjuti karena 

;ak.si-saksi yang memberatkan tidak mampu ditampilkan oleh Partai Golkar. 
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erhadap sikap Panwaslu ini, Partai Golkar temyata menerima sehingga kasusnya 

idak menjadi panjang. 

Dengan demikian, sikap tegas dan cepat yang dilakukan oleh Panwaslu yang 

enindaklanjuti kasus-kasus yang dilaporkan ikut membuat suasana konflik antar 

artai dikabupaten Tabanan illi, tidak sampai berkelanjutan. 

Upaya Pendidikan Politik 

Pendidikan polihK sebenamya bisa disebutkan sebagai sebuah instrumen 

tuk menyelesaikan konflik. lni dilihat dari makna pendidikan politik itu sebagai 

ebuah usaha untuk menanamkan pengertian tentang etika dan perilaku berpolitik. Di 

alamnya juga termasuk penanaman upaya tentang hak asasi manusia serta 

Ada banyak manfaat dan pendidikan politik seperti misalnya 

engembangkan wacana mengenai hubungan demokratik antara massa rakyat 
I 

rengan pemerintah, mengembangkan wacana hak asasi manusia, mendorong 

rerjadinya proses dekonstruksi sistem pengetahuan, mengembangkan ketrampilan 
I 

politik di kalangan massa rakyat, dengan maksud untuk membiasakan terjadinya 

mntrol efektif dari rakyat. Ini juga dimaksudkan untuk mengembangkan pola dialog 

:!an negosiasi dalam penyelesaian konflik. (Ruslan, 2001. 196-198). 

Diantara unsur masyarakat yang melakukan upaya meredakan ketegangan itu 

:tdalah Lembaga Swadaya Masyarakat Common Ground Indonesia. Lembaga ini 

I 

fnelalui cabangnya yang ada di kabupaten Tabanan melakukan advokasi-advokasi, 

:>encerahan politik dan demokrasi kepada masyarakat. Dalam kegiatannya, lembaga 
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i menggelar ceramah-ceramah dengan tema Pencegahan Tindak Kekerasan Politik 

enjelang Pemilihan Umum. Kegiatan itu dilakukan secara acak di beberapa desa di 

abanan, dengan mengundang tokoh-tokoh masyarakat. Disamping tokoh masyarakat 

eperti pemimpin adat dan dinas, juga diundang tokoh-tokoh partai politik, anggota 

eteran, pemuda serta ibu-ibu. Mereka dilibatkan dalam ceramah tentang partai 

olitik dan penjagaan keamanan. Di Kabupaten Tabanan, kegiatan itu dilakukan di 

ua tempat, yaitu daerah Bajra dan Kota Tabanan. 

Kegiatan demikian, disamping bertujuan memberikan pencerahan kepada 

syarakat tentang makna politik, pemilu dan demokrasi, juga mempertemukan 

ecara informal para tokoh partai yang ada di kabupaten Tabanan. Melalui 

ertemuan seperti ini secara tidak lang sung mereka akan melakukan pendekatan 

ribadi yang bisa mencairkan hubungan-hubungan kaku antar partai politik. 

isamping itu, para tokoh partai yang berbeda ini akan dapat berinteraksi langsung, 

engemukakan posisi dan pendapat partainya kepada tokoh masyarakat yang hadir 

alam diskusi tersebut. 

Lembaga Swadaya Masyarakat llll Juga menjadi fasilitator dengan cara 

I 
rengUndang masyarakat mendengarkan ceramah-ceraham dari pemimpin spiritual 

rang ada di Bal~ misalnya dengan Pedanda Gunung. Tokoh spiritual yang naik daun 

i 

li Bali ini misalnya diundang memberikan ceramah ke Desa Bajra, kecamatan 

;elemadeg. Masyarakat diberikan secara gratis mendengarkan ceraham pendeta ini, 
I 
pemberikan pengarahan-pengarahan untuk menjaga stabilitas di masyarakat 
I 

f1aSyarakat. Daerah Selemadeg, memang merupakan wilayah dimana potensi konflik 

rtar partainya cukup tinggi. Di wilayah ini, persaingan antara PDI Perjuangan 
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ngan Partai Golkar cukup sengit dan setelah reformasi, mobilisasi massa antar 

ai sering dijumpai di daerah ini. 

Disamping Lembaga Swadaya Masyarakat. Komisi Pemilihan Umum 

empunyai peran cukup besar dalam mendinginkan suasana panasnya suhu politik 

. Kabupaten Tabanan. 

Secara fungsional, menurut Undang-Undang No. 12 tahun 2003 tentang 

emilu, Komisi Pemilihan Umum KabupateniKota mempunyai kewajiban (sesuai 

ngan pasal 32) memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara; 

enyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat; menjawab pertanyaan serta 

lenampung dan memproses pengaduan dari peserta Pemilu dan masyarakat; 

enyampaikan laporan secara periodik dan mempertanggungjawabkan seluruh 

egiatan pelaksanaan pemilu kepada KPU Propinsi; menyampaikan laporan secara 

eriodik kepada bupatilwalikota; mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran 

ang diterima dari APBN dan APBD; dan melaksanakan seluruh kewajiban lainnya 

ang diatur undang-undang. 

Komisi Pemilihan Umum Tabanan ikut terdorong melakukan langkah-Iangkah 

rategis untuk mencegah terjadinya konflik yang dipandang cukup tinggi. Dalam hal 

i pihak KPU Kabupaten melakukan dua strategi, yaitu pendekatan kepada elit 

olitik dan pendekatan kepada masyarakat pendukung partai (akar rumput). Upaya 

i bisa dikatakan sebagai strategi mengelola konflik di kabupaten Tabanan, yang 

ilakukan berseiring dengan elit formal lain di kabupaten. 

Pada tingkat elit politik, KPU Kabupaten Tabanan melakukan tindakan 

rupa mempertemukan pimpinan-pimpinan seluruh partai yang ikut pemilu di 
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abupaten ini, yakni sebanyak 24 pemimpinltokoh partai politik. Menurut keterangan 

etua KPU Kabupaten Tabanan OB, pertemuan antar pejabat partai politik ini 

ilakukan sampai sebanyak tiga kr.li. Dalam pertemuan ini diberikan kesempatan 

epada seluruh pemimpin partai untuk memaparkan sikap dan pendiriannya masing­

sing selama 15 me nit. Dalam pandangan ketua KPU disimpulkan bahwa dalam 

ertemuan-pertemuan itu terlihat adanya dua pandangan besar yang menggambarkan 

uasana politik yang terjadi di kabupaten tabanan. Dua gambaran itu adalah bahwa 

artai yang besar (yaitu PDI Perjuangan) merada terkepung oleh partai-partai keeil. 

ebaliknya partai-partai yang kecil, merasa ditekan oleh partai yang besar. Perasaan 

i tidak lain tergambarkan dari peristiwa-peristiwa kekerasan politik yang terjadi 

elama tahun 2002 maupun tahun 2003. Pada masa kekerasan tersebut, sebagian besar 

onflik yang terjadi disebabkan oleh adanya tindakan yang dilakukan oleh simpatisan 

DI Perjuangan kepada partai-partai lainnya. Inilah yang membuat muneulnya 

erasaan tertekan atau tertindas dari partai-partai keeil. Sedangkan akibat adanya 

ekerasan yang dilakukan oleh PDI Perjuangan itu, banyak yang menyalahkan sikap 

PDI Perjuangan yang pada kelanjutannya memberikan perasaan terkepung oleh partai 

ini dari partai-partai kedl. 

Berdasarkan adanya dua arus penggambaran tersebut, KPU Kabupaten 

Tabanan kemudian mengambil strategi berupa mempertemukan kepentingan yang 

besar dengan yang keeil, yang dalam bentuk penjabaran, bahwa partai yang besar 

harus melindungi dan menaungi yang keeil sedang yang keeil memberikan 

penghormatan kepada yang besar. Dua hal inilah yang menjadi pegangan dalam 

memelihara ketertiban dalam iklim politik dikabupaten Tabanan. Bentuk-bentuk 
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erwujudan saling penghargaan itu diantaranya adalah membuat kesepakatan 

~ntang bagaimana ukuran bendera yang kelak bisa dipasang pada masa kampanye 

an di wilayah-wilayah mana saja atribut partai politik tersebut bisa dipasang. 

Menjelang karnpanye, KPU Kabupaten Tabanan bersarna dengan seluruh 

.artai politik yang ada melakukan tindakan simpatik berupa pemasangan bendera 

,artai secara bersama-sarna di beberapa tempat strategis di kabupaten Tabanan. 

)emikian pula halnya setelah masa kampanye, penurunan bendera antar partai juga 

lilakukan secara bersarna-sama. Awal karnpanye pemilu di Kabupaten Tabananjuga 

lilakukan dengan tindakan kampanye bersama. Keberhasilan KPU membuat 

cesepakatan ini rnerupakan wujud dari kewajibannya yang memberikan kesempatan 

ang sarna dan perlakuakn yang sarna kepada seluruh partai politik yang ikut 

arnpanye di kabupaten Tabanan. 

Strategi akar rumput KPU Kabupaten Tabanan, dilakukan dengan menggelar 

lindakan turun ke bawah. Artinya melakukan pendekatan kepada rnasyarakat. Upaya 

~i dilakukan dengan memberikan ceramah-ceramah kepada masyarakat. Ceramah 

fersebut, tidak saja mellghadirkan nara sumber dari kalangan intelektual tetapi juga 

parat kepolisian. Secara material ceramah itu menggarisbawahi tentang apa makna 

milihan umum, demokrasi serta konsekuensi-konsekuensi yang bisa terjadi apabila 

erjadi kerusuhan. Sanksi-sanksi pidana juga dijelaskan jika ada pelanggaran dalam 

ampanye. Dalam penjelasan ketua KPU Kabupaten Tabanan, jumlah ceramah yang 

dilakukan meliputi sebanyak 123 desa di seluruh kabupaten. lumlah ini cukup 

aksimal dan relevan untuk mernberikan pencerahan kepada masyarakat. 
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Baik dalam melakukan pertemuan antar ketua parpol maupun dalam 

lelakukan ceramah-ceramah ini sekaligus juga pihak KPU Tabanan mampu 

llelaksanakan kewajibannya yang kedua, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan 

,erta menampung dan memproses pengaduan dari peserta pemilu dan masyarakat. 

'etika misalnya berlangsung pertemuan antara para elit partai di kantor KPU 

rabanan, KPU mampu memberikan solusi tentang ukuran bendera serta ketinggian 

emasangan bendera partai saat hendak berkampanye. PDI Perjuangan kerap 

endapatkan protes dari partai-partai lainnya yang memasang bendera terlalu tinggi 

an terlalu besar. Kesepakatan kemudian dicapai dengan memberikan batas tertentu 

etinggian pemasangan bendera dan ukuran panjang lebar maksimal yang 

iperbolehkan. Dalam kunjungan ke desa-desa banyak pertanyaan-pertanyaan yang 

rhasil dijawab oleh para pejabat KPU seputar tentang kampanye dan pemilihan 

umum legislatif. 

Upaya KPU tersebut sebenarnya juga merupakan pendidikan politik yang 

diberikan, baik kepada masyakata luas maupun kepada elit politik. Dalam masa 

reformasi yang mendadak, banyak tokoh-tokoh politik yang masih be1um 

mengetahui tentang makna po lit ik. Demikian juga dengan masyarakat. Karena itu 

penjelasan-penjelasan yang diberikan KPU bertujuan untuk memberikan pemahaman 

politik kepada masyarakat. 

Strategi ganda yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan 

ini paling tidak telah mampu memberikan suasana konflik lebih mereda pada masa 

kampanye ketimbang misalnya dengan konflik-konflik antar partai yang terjadi 

sebelum kampanye. 


